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1. Bahwa terkait kewenangan Notaris dalam menerima dan membayarkan 
uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara 
yakni kewenangannya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, sehingga Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk 
menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh 
dan BPHTB ke kas negara yakni bank persepsi yang ditunjuk yang harus 
dilaksanakan sebelum dilakukannya jual beli ataupun peralihan hak atas 
tanah.  
2. Bahwa sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana 
penggelapan pajak jual beli tanah, yakni terhadap notaris selaku PPAT 
yang bersangkutan perbuatannya telah terbukti memenuhi rumusan delik 
Pasal pidana dalam Pasal 372 KUHP. Adapun alasan pemberat yang 
dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus ini yakni bahwa 
perbuatan Terdakwa sebagai Notaris tidak memenuhi kewajibannya 
dalam menyelesaikan pembayaran untuk proses penerbitan sertifikat, hal 
ini bertolak belakang dengan peranan seorang Notaris yang seharusnya 
ikut serta dalam melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak 
yang terutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara 
hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan 




1. Bagi para penghadap (penjual dan pembeli) dalam hal mempercayakan 
untuk membayarkan pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB 
ke kas negara kepada notaris, hendaknya memilih notaris yang amanah, 
sehingga uang pajak jual beli tanah tersebut tidak disalahgunakan. 
Sedangkan bagi notaris hendaknya dalam memberikan pelayanan kepada 
klien terkait pembayaran pajak jual beli tanah agar menjaga amanah yang 
dipercayakan oleh klien kepadanya. 
2. Kepada para Notaris selaku PPAT hendaknya agar memegang teguh serta 
melaksanakan sumpah/janji jabatan yang diucapkan sebelum memulai 
tugas dan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada 
Negara Republik Indonesia dan juga para pihak, sehingga lebih 
mengutamakan kehati-hatian dan menerapkan hukum sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dengan 
demikian notaris yang bersangkutan akan terhindar dari permasalahan 
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